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PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setiap pegawai negeri pada Kepolisian Negara
Republik Indonesia beserta keluarganya  berhak
memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam
maupun di luar proses peradilan sesuai peraturan
perundang-undangan;

b. bahwa tata cara bantuan hukum sebagaimana diatur
dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Bantuan dan
Nasihat Hukum di Lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan hukum dan peraturan perundang-
undangan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata
Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara

Republik Indonesia;
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Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4168);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4257);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang
Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5123);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud

dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan
penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.

3. Bantuan Hukum adalah segala usaha, upaya, kegiatan
dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan

hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan.
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4. Pemohon adalah pegawai negeri pada Polri, dan keluarga
besar Polri yang mengajukan permohonan bantuan
hukum.

5. Keluarga adalah suami, istri, orangtua kandung, mertua,
anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah.

6. Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping adalah
Pegawai Negeri pada Polri yang mendapat perintah/tugas
atau kuasa dari Pimpinan Polri untuk memberikan
bantuan hukum.

7. Biaya adalah dana yang diperlukan dalam rangka
mendukung penyelesaian permasalahan hukum yang
ditangani oleh Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/
Pendamping.

8. Kuasa Substitusi adalah hak yang diberikan dalam surat
kuasa baik sebagian maupun keseluruhan dari si

penerima kuasa.

Pasal 2
Pemberian Bantuan hukum oleh Polri, meliputi:
konsultasi hukum;

a.
b. nasihat hukum;

o

saran dan pendapat hukum;

(oR

. advokasi; dan

e. pendampingan.

BAB 1I
HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3
(1) Yang berhak mendapat Bantuan Hukum:
a. institusi Polri;
b. satuan fungsi/satuan kerja;
c. pegawai negeri pada Polri; dan
d. keluarga besar Polri.
(2) Keluarga besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d meliputi:

a. keluarga pegawai negeri pada Polri;
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b. purnawirawan Polri;

c. pensiunan Pegawai Negeri Sipil Polri;

d. warakawuri;

e. wredatama; dan

f.  duda/janda dari anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil

Polri.

Pasal 4
Satuan Fungsi/Satuan Kerja yang mendapat gugatan hukum
wajib melaporkan kepada Kapolri/Kepala Kepolisian Daerah
dengan tembusan kepada Kepala Divisi Hukum Polri/Kepala

Bidang Hukum Kepolisian Daerah.

Pasal 5
(1) Bantuan Hukum menjadi tanggung jawab Kepala Divisi

Hukum Polri/Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah

yang pelaksanaannya dilakukan oleh:

a. Kepala Bagian Bantuan dan Nasihat Hukum Divisi
Hukum Polri/Kepala Subbidang Bantuan Hukum
Kepolisian Daerah; dan/atau

b. Kepala Bagian Penerapan Hukum Divisi Hukum
Polri/Kepala Subbidang Bantuan Hukum Kepolisian
Daerah/Kepala Urusan Penerapan Hukum.

(2) Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. anggota Polri dan/atau Pegawai Negeri Sipil Polri
yang bertindak sebagai Penasihat Hukum/Kuasa
Hukum/Pendamping berdasarkan surat perintah
dari pimpinan Polri yang berwenang; dan

b. bagian penerapan hukum dalam bentuk klarifikasi,
kajian hukum, memberikan pendapat dan saran
hukum secara yuridis terhadap tindak pidana
umum, tindak pidana khusus, tindak pidana
tertentu, hak asasi manusia, kode etik disiplin dan

institusi yang memerlukan.
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BAB 1II
TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 6

(1) Permohonan diajukan kepada pejabat yang berwenang
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kepentingan institusi/dinas diajukan oleh
Kepala Satuan Fungsi/Kepala Satuan Kerja yang
bersangkutan;

b. untuk kepentingan anggota Polri dan Pegawai Negeri
Sipil Polri yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
diajukan oleh yang bersangkutan, keluarganya, atau
Kepala Satuan Kerjanya;

c. untuk kepentingan pribadi pegawai negeri pada Polri
dan keluarganya diajukan oleh yang bersangkutan
atau keluarganya; dan

d. untuk purnawirawan Polri, wredatama, warakawuri,
duda/janda dari anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil
Polri, diajukan oleh yang bersangkutan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dengan uraian kronologis tentang
pokok permasalahan, kepada:

a. Kepala Divisi Hukum Polri pada tingkat Markas
Besar Polri, dengan tembusan kepada Kapolri; atau

b. Kepala Kepolisian Daerah pada tingkat satuan
kewilayahan, dengan tembusan kepada Kepala
Bidang Hukum Kepolisian Daerah.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dipertimbangkan oleh Kepala Divisi Hukum Polri/Kepala
Kepolisian Daerah dapat atau tidaknya diberikan
Bantuan Hukum.

(4) Dalam hal disetujuinya permintaan Bantuan Hukum,
Kepala Divisi Hukum Polri/Kepala Kepolisian Daerah
mengeluarkan surat perintah kepada pegawai negeri

pada Polri yang ditugaskan.
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